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WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMUDA OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARBARU,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5
Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Banjarbaru yang
memuat tentang kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah
dan unit kerja dibawahnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banjarbaru tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Banjarbaru;

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016
Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarbaru Nomor 37);

MEMUTUSKAN:
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Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

5. Dinas Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah
Dinas Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Banjarbaru.
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Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Banjarbaru.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pemuda Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarbaru.

Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Banjarbaru.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan
organisasi yang memiliki kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya
untuk melaksanakan sebagian tugas dinas/badan sesuai dengan
keahlian dan kebutuhan.

BAB I
KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemuda Olahraga, Bidang
Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana
i sud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
ah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
ah.
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Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan;
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pemuda, terdiri dari:
1. Seksi Bina Kapasitas Kepemudaan Dan Kepramukaan;
2. Seksi Kelembagaan dan Pemberdayaan Kepemudaan.

d. Bidang Olahraga, terdiri dari:

1. Seksi Kelembagaan Keolahragaan;
2. Seksi Olahraga Berprestasi dan Olahraga Kemasyarakatan.

e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari:

1. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan;
2. Seksi Seni Budaya dan Kepurbakalaan.
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f. Bidang Pariwisata, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata;
2. Seksi Kemitraan dan Promosi Pariwisata.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan
Pariwisata Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 4

Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas
membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang
Pemuda Olahraga, Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Kota Banjarbaru.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas

Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan
dan pariwisata;

b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan
dan pariwisata;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis bidang pemuda olahraga,
kebudayaan dan pariwisata;

d. pelaksanaan administrasi dinas teknis bidang pemuda olahraga,

PFETRE kebudayaan dan pariwisata; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas
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Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas Pemuda
Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam menetapkan kebijakan
teknis, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bidang pemuda olahraga,
bidang kebudayaan dan pariwisata serta pengendalian kesekretariatan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku  untuk
meningkatkan pembangunan sub sektor bidang pemuda olahraga,
bidang kebudayaan dan pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. penyusunan perencanaan bidang pemuda olahraga, kebudayaan
dan pariwisata;



(1)

()

b. perumusan kebijakan teknis bidang pemuda olahraga, kebudayaan
dan pariwisata;

c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pemuda olahraga, kebudayaan dan pariwisata;

d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan bidang pemuda olahraga, kebudayaan dan
pariwisata;

e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pemuda
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan,
umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyelenggaraan penyusunan program perencanaan;

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi
keuangan dan administrasi kepegawaian;

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan
hubungan masyarakat;

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;

e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan
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laksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
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Bidang Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
pengembangan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan,
Kewirausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pemuda mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis pengembangan pemuda, peningkatan
peran serta kepemudaan, kewirausahaan pelaksanaan pembinaan
dan koordinasi dalam pengembangan pemuda, peningkatan peran
serta kepemudaan, kewirausahaan.

b. penyelenggaraan pengembangan pemuda, peningkatan peran serta
kepemudaan, kewirausahaan.

c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan pemuda,
peningkatan peran serta kepemudaan, kewirausahaan.






